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Program Studi . Strata | (S1) Hukum

URGENSI PENGATURAN SAKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG
MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU DENGAN MENGGUNAKAN
FASILITAS NEGARA

ABSTRAK

Maraknya kasus politisasi bansos dan BLT pada pelaksanaan kampanye Pemilu
tahun 2024 yang merupakan pelanggaran ketentuan pada Pasal 304 UU No. 7 Th
2017 yakni larangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara dalam
melakukan kampanye Pemilu menimbulkan keinginan bagi Penulis untuk
melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan
bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU
No. 7 Th 2017 dan perbedaannya serta untuk mengetahui kekosongan hukum dan
aspek ius constituendum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan
kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Metode penelitian yang
dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang - undangan. Ketentuan kampanye Pemilu bagi pejabat
negara sebelum UU No. 7 Th 2017 terdapat pada UU No. 42 Th 2008 dan pada
UU No. 8 Th 2012, perbedaan ketentuan kampanye Pemilu sebelum dengan
sesudah UU No. 7 Th 2017 adalah penggabungan pasal, penambahan norma
dalam pasal, dan penyelarasan pasal. Kondisi kekosongan hukum dalam UU
Pemilu di masa kini adalah tidak adanya pengaturan sanksi bagi pejabat negara
yang melanggar larangan Pasal 304 UU No. 7 Th 2017. Aspek ius constituendum
pengaturan sanksi bagi pejabat negara pelanggar Pasal 304 UU No. 7 Th 2017
adalah dengan membentuk pengaturan sanksi baik itu sanksi administratif maupun
sanksi pidana bagi pelanggar pasal 304 UU No. 7 Th 2017 yang sesuai dengan
UU No.12 Th 2011. Hendaknya pengaturan sanksi bagi pejabat negara pelanggar
Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 dirumuskan secara jelas dalam bentuk hukum positif
sehingga dapat tercapai kepastian hukum.

Kata Kunci : Urgensi Pengaturan Sanksi, Pejabat negara, Kampanye Pemilu,
Fasilitas negara



THE URGENCY OF REGULATING SANCTIONS FOR STATE
OFFICIALS WHO CONDUCT ELECTION CAMPAIGNS USING STATE
FACILITIES

ABSTRACT

The widespread cases of politicization of social assistance (bansos) and cash
transfers (BLT) during the 2024 election campaign, which constitute violations of
Article 304 of Law No.7 of 2017, specifically the prohibition on the use of state
facilities by state officials for election campaigns, have spurred the Author's
interest in conducting this research. This study aims to understand the provisions
for state officials in conducting election campaigns before and after Law No. 7 of
2017 and their differences, as well as to identify the legal vacuum and the aspect
of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who conduct
election campaigns using state facilities. The research method employed is
normative juridical with conceptual and legislative approaches. The provisions
for election campaigns by state officials before Law No. 7 of 2017 are found in
Law No. 42 of 2008 and Law No. 8 of 2012. The differences in provisions for
election campaigns before and after Law No. 7 of 2017 include the merging of
articles, addition of norms within articles, and alignment of articles. The current
legal vacuum in the Election Law is the absence of regulations on sanctions for
state officials who violate the prohibition in Article 304 of Law No. 7 of 2017. The
aspect of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who violate
Article 304 of Law Law No.7 of 2017 is by establishing sanctions, whether
administrative or criminal, for violators of Article 304 of Law No. 7 of 2017, in
accordance with Law No. 12 of 2011. Sanctions for state officials who violate
Article 304 of Law No. 7 of 2017 should be formulated clearly in positive law
form to achieve legal certainty.

Keywords: Urgency of Sanction Regulation, State Officials, Election Campaign,
State Facilities
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